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URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA EKSEKUTORIAL TERHADAP 

EKSEKUSI UANG PAKSA (DWANGSOM) PADA PUTUSAN 

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG 

Aliz Zulis Al Hurni 

ABSTRAK 

Ketiadaan lembaga eksekutorial terhadap eksekusi uang paksa (dwangsom) 

pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadikan suatu 

permasalahan dalam eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari 

tahun ke tahun. Ketiadaan lembaga eksekutorial tersebut menjadikan problematika 

yang harus dihadapi oleh PTUN Bandung dengan banyaknya amar putusan yang 

tidak mengabulkan petitum gugatan penggugat mengenai pengenaan uang paksa 

(dwangsom). Selain itu, amar putusan yang mengabulkan mengenai pembayaran 

uang paksa (dwangsom) juga tidak dapat dieksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui urgensi pembentukan lembaga eksekutorial terhadap eksekusi uang 

paksa (dwangsom) pada putusan PTUN Bandung dan untuk mengetahui hambatan 

pembentukan lembaga eksekutorial terhadap eksekusi uang paksa (dwangsom) 

pada putusan PTUN Bandung.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan 

penggunaan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta sumber data primer berupa 

wawancara. Adapun metode pengumpulan data yakni studi kepustakaan dan studi 

lapangan berupa wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, 

sehingga diharapkan pembahasan dapat akurat menjawab rumusan masalah.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa urgensi pembentukan lembaga 

eksekutorial terhadap eksekusi uang paksa (dwangsom) pada putusan Pengadilan 

Tata Usaha Negara Bandung adalah belum adanya lembaga yang berkewajiban 

untuk mengawasi dan memaksakan eksekusi uang paksa (dwangsom) pada putusan 

PTUN, tidak adanya peraturan pelaksana mengenai uang paksa (dwangsom), 

kesadaran pejabat TUN yang masih rendah dalam melaksanakan putusan uang 

paksa (dwangsom) pada PTUN Bandung, dan terhambatnya implementasi uang 

paksa (dwangsom) akibat adanya intervensi kepentingan pejabat TUN dalam suatu 

KTUN. Hambatan pembentukan lembaga eksekutorial terhadap eksekusi uang 

paksa (dwangsom) pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah 

tidak adanya norma hukum yang jelas mengenai pembentukan lembaga 

eksekutorial terhadap eksekusi uang paksa (dwangsom) pada putusan PTUN, tidak 

efektifnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan dan adanya politik 

kekuasaan (political juris).  

 

Kata Kunci: Lembaga eksekutorial; Uang paksa (dwangsom); PTUN Bandung 
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INSTITUTION FOR THE EXECUTION OF FORCED MONEY 

(DWANGSOM) IN THE DECISION OF THE BANDUNG  

STATE ADMINISTRATIVE COURT 

 

Aliz Zulis Al Hurni  

 

ABSTRACT 

 

The absence of an executorial institution for the execution of forced money 

(dwangsom) in decisions of the State Administrative Court (PTUN) creates a 

problem in executing decisions that have permanent legal force from year to year. 

The absence of an executorial institution creates a problem that the PTUN Bandung 

has to face, with many decisions not granting the petitum of the plaintiff's lawsuit 

regarding the imposition of forced money (dwangsom). Apart from that, the 

decision granting the payment of forced money (dwangsom) also cannot be 

executed. This research aims to determine the urgency of establishing an 

executorial institution for the execution of forced money (dwangsom) in the PTUN 

Bandung decision and to find out the obstacles to the formation of an executorial 

institution for the execution of forced money (dwangsom) in the PTUN Bandung 

decision.  

This research uses a normative juridical research type with the use of 

secondary data sources which include primary legal materials, secondary legal 

materials and tertiary legal materials as well as primary data sources in the form of 

interviews. The data collection methods are literature studies and field studies in 

the form of interviews. Data analysis was carried out descriptively qualitatively, so 

it is hoped that the discussion can accurately answer the problem formulation.  

The results of the research show that the urgency of establishing an 

executorial institution for the execution of forced money (dwangsom) in decisions 

of the Bandung State Administrative Court is the absence of an institution that is 

obliged to supervise and enforce the execution of forced money (dwangsom) in 

PTUN decisions, the absence of implementing regulations regarding forced money 

(dwangsom), the awareness of TUN officials is still low in implementing decisions 

on forced money (dwangsom) at PTUN Bandung, and the implementation of forced 

money (dwangsom) is hampered due to the intervention of the interests of TUN 

officials in a KTUN. The obstacles to the formation of an executorial institution for 

the execution of forced money (dwangsom) in the decision of the Bandung State 

Administrative Court are the absence of clear legal norms regarding the formation 

of an executorial institution for the execution of forced money (dwangsom) in the 

PTUN decision, the ineffectiveness of Government Regulation Number 48 of 2016 

concerning Procedures how to Impose Administrative Sanctions on Government 

Officials and the existence of power politics (political juris).  

 

Keywords: Executorial institution; Forced money (dwangsom); PTUN Bandung


